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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan 

putusan pidana pada kasus tindak pidana perdagangan orang dengan Nomor 

312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis 

yaitu  pertimbangan yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang 

teruangkap pada persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah.  

Sedangkan pertimbangan Non Yuridis yang digunakan pada kasus ini yaitu 

mempertimbangan dengan melihat sikap batin terdakwa, asal usul terdakwa, 

kondisi dari terdakwa itu sendiri, dan akibat hukum perbuatannya yang 

keseluruhan ini ditemukan berdarkan fakta diluar persidangan. 

2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kasus ini memutuskan 

bahwa terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dan terdakwa II. JAMANI 

AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan turut serta melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran 

Indonesia. H REO KARDI als H RIO dan JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. 

JAMAL berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai orang yang tanpa 

kewenangan yang dimilinya dengan sengaja menempatkan pekerja Indonesia di 

luar negeri yang berdasarkan dakwaan memutus terdakwa dihukum dengan 

hukuman penjara 8 ( delapan) bulan penjara sebagaimana dalam dakwaan ketiga 
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seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat yakni maksimal 10 

tahun untuk memberikan efek jera bagi para terdakwa. 

  

B. Saran 

1. Diharapkan apabila seorang hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan 

hendaknya memberikan putusan yang dengan memperhatikan efek kerugian 

korban, sehingga putusan yang diberikan dapat menghukum pelaku sesuai 

dengan kesalahannya yang tentunya diperlukan ketelitian dan kecermatan 

hakim ketika menangani suatu perkara. 

2. Diharapkan pada setiap kasus dituntut dengan hukuman yang lebih berat, 

agar hakim dalam memeriksa dan mengadili memutus terdakwa lebih berat 

juga guna memberikan hukuman yang setimpal bagi terdakwa dan 

memberikan edukasi kepada semua calo yang tidak berwenang menempatkan 

tenaga kerja di luar neger untuk tidak melakukan tidak pidana. 
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